
GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI GORONTALO
NOMOR 24 TAHUN 2011

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNG]AWABAN PEI-AKSANMN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BEI.ANJA DAEMH PROVINSI GORONTALO TAHIUN ANGGAMN 2O1O

Menimbang : a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MI\HA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

bahwa memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun

2011 tentang Pertanggungjawaban Perlaksanaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2010 sebagai

rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran
pendapatan dan belanja daerah tahun ianggaran 2010;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebingaimana dimaksud dalam huruf

a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Angg,aran 2010;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan

Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor

68, Tambahan Lembaran Negara Rt:publik Indonesia Nomor 3312)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

1994 (Lembaran Negara Republik In,Conesia Tahun 1994 Nomor 62,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas

Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nomor 130, Tambahan Lemberran Negara Republik Indonesia

Nomor 3988);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi

Gorontalo (Lembaran Negara Repruil;k Indonesia Tahun 2000

Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
l \ lnrnnr AnAn\.
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4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2AA7 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor q25A\;

5. Undang-Undang Nomor 77 Tahun 21003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 
',Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia ltlomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 200,+ tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 53, Tambahan Lemb;rran Negara Republik Indonesia

Nomor +389);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2A04 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4400);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor L25'

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah beberapa kali cliubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 20A4 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indornesia Tahun 2008 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a8afl;

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A04 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republil< Indonesia Nomor 4438);

11. Undang-Undang Nomor 27 T,ahun 2009 tentang Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor L23, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 50'a3);
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12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun ,1009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 130), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5049);

13. Peraturan Pemerintah Nonnor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan

Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2t0, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a028);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 
-l-ahun 2004 tentang Kedudukan

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 2I 1-ahun 2007 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 47t2);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum (Lernbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 45A4;

16. peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahurn 2005 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan (Lembaran Negara ftepublik Indonesia Tahun 2005

Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4503);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahurn 2005 tentang Pinjaman Daerah

(Lembaran Negara Republik Inclonesia Tahun 2005 Nomor 136,

Tambahan Lembaran Negara Republil.l Indonesia Nomor a57il;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Ftepublik Indonesia Tahun 2005

Nomor I37, Tambahan Lembararn Negara Republik Indonesia

Nomor 4575);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 138, Tambahan Lembareln Negara Republik Indonesia

Nomor +576\;
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20.

2t.

peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
-Iahun 2005 Nomor

139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 telntang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor L4A, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4578);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 'Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standan Pelayanan Minimal (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomclr 150, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia lNomor 4585);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyr-'lenggaraan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 l?hun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a6Lil;

25. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2047 tentang Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban l(epala Daerah Kepada DPRD'

Informasi Laporan Penyelenggaraarl Pemerintahan Daerah Kepada

Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4693);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 19 'l-ahun 2010 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang sefta Kedudukan Keuangan

Gubemur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran

Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 25, 'l-ambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor :i107); sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerinterh Nomor 19 Tahun 2010 tentang

Tata Cara Pelaksanaan Tugas darn Wewenang sefta Kedudukan

Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di wilayah Provinsi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44);

BI
RO

 H
UKU

M
 

SE
TD

A 
PR

O
V.

 G
O

RO
NTA

LO



Menetapkan

27. peraturan Presiden Nomor 54 Tahurr 2010 Pengadaan Barang/jasa

F ) a m n . i n l r h .
r g l  I  l g l  l l  l L C l l  l ,

28. peraturan Daerah Provinsi Gorontaio iismor 03 Tahun 2006 tentang

pengelolaan Ker-langan Daerah (Lembraran Daerah Provinsl Gorcntalo

Talrurr 2006 tr*omor 03 Seri E);

29. peraturan Daerah Pror.,insi Gorontalo Nonnor 9 Tahun 2009 tentang

Anggaran Penciapatan cian Beianja Daerah Tahun Anggaran 20i0

(Lembaran Daerah Pr-ovinsi Gorontalo l-ahun 2009 Nomor 9);

30. peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Noinor 2 Tahun 20i0 tentang

perubahan Anggaran Pendapatan Can Belania Daerah Provinsi Gorontalo

Tahun Anggaran 2010 (Lembararr Daerah Provinsi Gorontalo

Tahun 2010 Nomar 7);

3i. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 201i tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belania

Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah

Provinsi Gorontalo Tahun 2011 Nomor 1);

I'IEMUTUSKAI,i :

: PERATURAN GUBERNUR PROVINSI GORONTALO TENTANG PENJABARAN

PERTANGGUNGJAWABAN PEI-AKSANAAI{ ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELAN]A DAERAH PROVINSI GORONTAI-O TAHUN ANGGARAN 2O1O

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 sebagai

berikut:

1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asii Daerah

b. Dana Perimbangan

c. l-ain - iain Pendapatan yang Sah

Jumlah Pendapatan

2. Beianja :

a. Belanja Tidak Langsung

i) Beianja Pegawai

2) Belanja Bunga
- \  h - l - , - i ^  - , L - : ' J :

J)  De ld lUc t  JUU5lu l

4) Belanja Hibah

Rp. 133.i74.917.L86,07

Rp. 438.4L9.4L5.757,44

Bp 2i.848.025.000,00

Rp. 593.392.357 .943,07

i  - F  ^ ^ i  F A .  F - .  n n

LO).ZJ/- .JY+,>ZLtVV

0,00

i.92E.000.000,00

76.142.440.000,00

Rp,

Rp,
n ^Kp

Rp

BI
RO

 H
UKU

M
 

SE
TD

A 
PR

O
V.

 G
O

RO
NTA

LO



6) Belanja Bagi Hasil Rp' 39.430.332.880'00

7) Belanja Bantuan Keuangan Rp. 30.930.988.075,00

8) Belanja Tak Terduga RB- 152.356.577,00

Rp. 258.083.469.262,44

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai Rp. 2L.769.939.447,00

2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 178.230.007.850,00

3) Belanja Modal RB-108.996.106.112,00

Rp. 308.996,053.409,00

Jumlah Belanja Rp. 567.079.522.67L,00

Surplus/(Defisit) Rp. 26.3L2.835.272,07

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan Rp. 65.059.070.238,94

b. Pengeluaran BL 0,00

Jumlah Pembiayaan Neto Rp. 65.059.074.238,94

Sisa lebih pembiayaan anggaran

tahun berkenaan (SiLPA) Rp. 91.371.905.511,01

Pasal 2

F{ingkasan laporan realisasi anggaran sebag,aimana dimaksud dalam Pasal 1

tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

ttingkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimalaud dalam Pasal 1

cJirinci lebih lanjut dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebaglaimana dimaksud dalam Pasal 3

tercantum dalam lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

l-ampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.
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Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku

Agar setiap orang mengetahuinya,

Gubernur ini datam Berita Daerah.

pada tanggal ditetapkan.

memerintahkan pengundangan Peraturan

Ditetapkan di Gorontalo
tia

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggarl 1S A6ustrrs 2011

Plt. SEKRETT\RIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

!rrs. fi. nRrnru RRsyRo, t"t.po
PEMBINA UTAMA MADYA

r\lIP. 19571104 198403 1 001

BERITA DAETRAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2011 NOMOR ?4
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aansanggar@gmail.com
Typewritten text
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